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a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 311 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dan Pasal 104 ayat (1) Peraluran Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tcntang Pengclola.an Keuangan 

Daerah, Wall Kota wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 

kepada Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) 
untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Oaerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBDl 

yang dfajukan sebagnirnana dlmaksud dalam huruf 

a, mcrupakan perwujudan dari Rencann Kerjn 
Pcmerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke 

dalam l<ebijokan· Umum Al'HD serta Prioritas dan 

WALi KOTA BIMA, 

DENGAN RAHf\.1AT TU HAN YANG MAHA ESA 

TF:N1'ANC1 

ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

PEl{ATUl{AN DAERAI I 1,0TA BlMA 
NOMOR ii. TAHUN 2022 

WALi KOTA BUAA 

PROVINSI NUSA TENOGARA BARAT 

. ' 

Menimbang 
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Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati 
Pemerintah Oaerah dan DPRD pada tanggal 28 
bulan November Tahun 2022; 

c. bohwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimoksud dalarn hnruf a dan huruf b, perlu 
mcnctapkan Peratur.m Dacrah tcntang Anggaran 
l'cndapaton dan Bclanja Daerah Koto Bima Tahun 
Anggaran 2023; 

l. Undong-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi N11C1A 
Tenggaro Baral (l embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang 
Sistem Pcrcncanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4210); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah ctiubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undnng Nomor 11 Tabun 2020 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 6573); 

Mcngingat 

r 
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6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 560 I) sebagaimana telah diubah beberapa 
knli tcrakhlr dcngan Undang-Undang Nomor 11 
Tuhun '.lUlO tcntang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tombahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :.!022 Nomor 4, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintn.h Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tamba.han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana tela.h diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Peruba.han alas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta.bun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

, 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tehun 2009 

tentang Bantuan Kcuangan Partai Politik 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 18, Tambahnn Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 49 '2), sebagaimana tclah diubah 

bcbcrapa kah tcrakhir dcngan Pcraturan 
Pcmcrintoh Nomor Tahun 2018 tentang 
Perubahon Kcdua atas Pcraturan Pcmcrintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Partai Politik [l.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor I, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 

l:l. Peraturan Pcmcrintah Nomor 7 J Tahun 20HJ 
tentang Stander Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembamn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 
clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
lndonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan 
Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 
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.. 

16. Peraturan Pernerintuh Nomor 12 Tahun 2019 

tcntang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Rcpubllk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Pernerintnh Nomor 13 Tahun 2019 
tcntung Laporan dun Evaluasi Pcnyclenggaraan 

l'cmcnntah Dacruh (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6323); 

18. Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tcntang Pcdoman Pengelolaan Investasi 

Perncrintah Daerah (Bcrila Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

1 Y. Peraturan Menteri lJalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pernbcntukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

20. Peraturarr Mcnteri Dala.m Ncgcri Nomor 62 Tahun 
2017 ten tang Pcngelompokan Kemampuan 
Kcuangan Daerab serta Pela.ksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tcntang Tata Cara Pcnghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Belita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 78 Tahun 

2020 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri 

Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tcntang Tata 

Cara Pcnghitungan, Penganggaran Dalam Anggamn 
Pendapetan dan Hclanja Dacroh, dan Tcrtib 

Admlnistrasi Pcngajuan, Pcnyaluran, dan Laporan 
l'ertunggungjnwaban Pcnggunaan Bantuan 
Kcuongan Portal Politlk (Serita Negara Republik 

Indonesia Tohun 2020 Nomor 1777); 
22. Pcruturan Mcntcri Oalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 

2020 tcntang Pecloman Tcknis Pengclolaan 

Kcunngan Dacra (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871); 

23. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 9 Tahun 
2021 tcntang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Bclania Dacrah, Ranco.ngan Peraturan Uaerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 
Dacrah tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan 
don Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 
Kcpala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaro.n Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tcntang Pcdoman Pcnyusunan Anggarcu1 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 972); 

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangnn Daerah (Lcmbaran Daerah 
Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan 
Lcrnbaran Daerah Kota Blma Nomor 111); 
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APBD terdiri atas pendapetan daerah, belanja daerah, dan pembiayann 
daerah. 

Pasal 2 

1. Oaerah adalah Kota Bima. 
2. Wali Kota adalah Wall Kola Bima. 
3. Pemcrintah Oaerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem.impin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah olonom. 

4. 0f>wan Perwakilan Rakyat Daerah yang se1anjutnye disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kota Bima. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana kc uangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan peraniran daerah. 

6. Nomor Register yang sclanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian 
nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk 
mengetahui jumlah rancangan Pcrda yang dikeluarkan pcmerintah 
dacrah sebelum dilakukannya penetapan dan pcngundangan. 

7. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam 
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Serita 

Dae rah. 

Dalarn Pcraturan Daerah ini yang dimaksuJ dengan: 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAEIWi TENTANO ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN 

ANOOARAN 2023. 

Menctnpkan 

Dengan Perscrujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT l>AERAII KOTA BIMA 

Dan 
WALi KOTA BIMA 

,.. 
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(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
dircncanakan sebesar Rp62.776.690.694,00 (cnarn puluh dua milyar 
tujuh ratus tujuh puluh enam jute enam mtus sembilan puluh ribu 
enarn ratus sernbilan puluh empal rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2, Pajak daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp24.939.277.11}8,00 (dua puluh empat milyar 
scmbilan ratus tiga puluh sembilan juto duo rutus tujuh puluh tujuh 
ribu seratus sernbilan puluh delapan rupiah]; 

Pasal 4 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp782.938.149.798,00 (tujuh 
ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta 
seratus empat puluh sernbilan ribu tujuh ratus sembUan puluh delapan 

rupiah), yang bersumbcr dari: 
a. Pcndapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer, dan 
c. Lain-lain pendapatan deerah yang sah. 

Pasal 3 

Pcmbiayaan Netto RpSS.982.005.600,00 

Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun B« rkenaan Rp0,00 

2. Pcngcluaran 

Rp!';7.982.005.(,00,00 

Rp2.000.000.0< >0,00 

c. Pcmbinynan Ducrnh 

l. Peuerimuun 

n, Pendnpnton Dacrnh ~p782.938. 149.7<18,00 

b. Belan]u Oucruh Rp838. 920.155.3' •8,00 
Surplus/(Ol'fisil) (RpSS.982.005.600,00) 

APBD Kota Sima Tahun Anggaran 2023 bcrjumlah Rp840.920.155.398,00 

(delapan rat us em pat puluh milyar sernbilan ratus dua puluh juta serarus 

lima puluh lima ribu liga ratus scmbilan puluh delapan rupiah) tcrdiri 
atas pendapatan daerah, belanja dacrah, pembiayaan daerah dengan 

rincian sebogai bcrikut: 
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Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Puita.I 3 hwuI c dlrencanakan sebesar RpO (nihil). 

Pasal 6 

(1) Pendapatan transfer sebagairnana dimaksud dalam Pesa! 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp720.161.459.104,00 (tujuh ratus dua puluh 
milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan 
ribu seratus empat rupiah), yang terdlri atas: 
a. Perulapatai I transf er pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar doerah; 
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimann dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp652. l 6 l.655.000,00 (enam 
ratus Lima puluh dua milyar seratus enam puluh satu jute enam ratus 

lima puluh lime ribu rupiah); 
(3) Pendapalan transfer antar daerah sebagairnana dlmaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.999.804.l04,00 (enam puluh 
tujuh milyar sembilan ratus sembllan puluh scmbilan juta delapan 

ratus empat ribu seratus empat rupiah). 

Posa! 5 

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 

direncannkan sebcsar Rp22.724.824.0 W,00 (dua puluh dua milyar 

tujuh ratus dua puluh em pot juta delapan ratu« dua puluh em pat ribu 

ernpat puluh rupiah]: 
Hnsil pcngclolaan kekayuan daerah yang dipisahkan scbagairnana 

dimnksud padu uyut ( It huruf c dircncanakan scbcnar 

Rpl.284.388.412,00 (sutu milyar dun r.uus dclupan puluh cmpat juta 
tigo ratus dclnpnn puluh dclnpon ribu «rnpat ratus dua bclas rupiah); 

(5) Lain-lain pendopotnn asll daerah yang sah sebagairnana dimaksud 
pndo oynl ( l) huruf d dircncnnakan scbcsar Rp 13.828.201.044,00 (tiga 

betas milyor dclapnn ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu 

empat puluh empal rupiah). 
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(1) Anggaran belan]a operasional sebagahnana dimaksud dalam PasaJ 7 
huruf a direncanakan sebesar Rp687.393.545.471,00 (enam utlus 
delapan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima 
ratus empat puluh lima ribu empat rutus tujuh puJuh satu rupiah}, 
yang terdiri atas: 
a. fklanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja hibah; dan 
d. Bdanja bantuan sosial; 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp377.073.088.381,00 (tiga ratus tujuh puluh 
rujuh milyor tujuh puluh tiga juta dclapan puluh delapan ribu tiga 

ratus dclopan puluh satu rupiah); 
(3) Bclanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesor Rp265.411.201.090,00 (dua ratus cnam puluh 
lima milyar empat ratus sebelas juta dua ratus satu ribu sembilan 
puluh rupiah); 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
ciirencanakan sebesar Rp41.329.756.000,00 (cmpat puluh satu milyar 
tiga ratus dua puluh scmbilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu 
rupiah); 

(5) Belanja bantuan sosiaJ sebagalmana dimaksud pada ayat (l} huruf d 
dlrencanakan sebesar Rp3.579.500.000,00 (tiga milyar limn rntus 
tujuh puluh sembllan juta lima ratus ribu rupiah}. 

Posal 8 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 

Rp838.920.155.398,00 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar scmbilan 

ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan 

puluh dclapan rupiah), yang terdiri ates: 

a. Belanja cperasional: 
'b. Belanja modal; dan 
c. Bclanja tidak terduga, 

Pasal 7 

I 
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Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dlmuksud dalam Pasal 7 
huruf c dlrencanakan sebesar Rp4.029.828.347,00 (emput milyar dua 

Pasal 10 

(1) Anegaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PARAI 7 huruf 

b direncanakan sebesar Rpl47.496.781.580,00 (seratus cmpat puluh 

tujuh milyar empal ratus sembilan puluh enam juta tujuh mtus 

dclapan puluh satu ribu lima ratus dclepan puluh rupiah), yang terdiri 

atas: 
a. Belanja modal tanah; 

b. Bela.nja modal peralatan dan mesln; 

c. Delanja modal bangunan dan gedung: 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

e, Belanja modal aset tetap lalnnya; 
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp3.663.128.617,00 (tiga milyar enam ratus 
enam puluh tiga juta seratus dun puluh delapan ribu enam ratus 

tujuh belas rupiah); 
l31 Belanja modal pcralatan dan mcsin scbagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.953.757.193,00 (dua puluh 
empat milyar sembilan mtus Lima puJuh tiga juta tujuh rotus llma 
puluh rujuh ribu seratus sernbilan puluh tiga rupiah); 

(4) Belanja modal gedung dan bnngunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpSS.326.138.300,00 (lima 
puluh limo milyar tiga ratus due puluh cnam jute seratus liga puluh 
delapan ribu tiga ratus rupiah); 

(5) Belanja modal jaJan, jaringan, dan irigasl sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (1) huruJ d direncanakan scbesar Rp61.449.966.560,00 (enam 
puluh satu milyar cmpat ratus cmpat puluh sembilan juta sembilan 
ratus cna.m puluh enam ribu Uma ratus cnam puluh rupiah); 

(6) Belanja modal asct tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp2.103.790.910,00 (dua milyar 
seratus tJga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus 
sepuluh rupiah). 

Pasal 9 
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(I) OaJam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 
Oaerah dapat melakukan pengeluuran yang belum tersedia 
nnggarannya dan/atau pengeluaran melibihi pagu yang ditetapkan 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar RpSS.982.005.600,00 
[lima puluh Hrna milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima 
ribu enam ratus rupiah); 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 
RpSS.982.005.600,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan 
puluh dua juta lima ribu enam ratus rupiah). 

· Pasal 14 

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagairnana climaksud dalam Pasal 
11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua mllyar 
rupiah), yang terdiri etas penyertaan modal daerah. 

Pasal 13 

Anggaran penerimaan pcmbiayaan scbagnimana dimaksud dalarn Pasal 
11 hwuf H direncanakan sebesar Rp57.9ts~.UU~.600,00 (lima puluh tujuh 

milyar sembilan ratus dclapan puluh dua juta Hrna ribu enam ratus 
rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya. 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan 
sebesar RpSS.982.005.600,00 (llma puluh llma milyar sembilan ratus 
delapan puluh due jut.a lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas: 
n. Penerimaan pembiayaan; don 
b. Pcngcluaran pcmbiayaan. 

Pasal 11 

puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dclapan ribu tiga ratus 

empat puluh tujuh rupiah), terdiri alas belanja tidak terduga. 

- - 
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Ringkason APBD y1mg Diklnsifiknsiknn menurut 
Urusnn Pemerintahnn Daerah don Organisaai: 

2. Lampiran fl 

Ringkasan APBD y11ng Diklasiftkasikan Menurut 
Kelompok dan Jems Pendapntan, Belonja, don 
Pembiayaan: 

1. Lampiran I 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Belanja Docmh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam La.mpiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bima ini 
tcrdiri dari: 

Pasal 16 

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemcrintah daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat pcraturan 
pcrundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah la.innya yang apabilo ditunda akan 
menimbulkan kerugian .yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan/atau masyarakat.. 

- 

dalam peraturan daerah ini, yang sclanjutnya dimasukan dalam 

Pcrubahan Anggaran Pcndapat.an don Bclanja Daerah Kola Bima 

Tahun Anggaran 2023 dengan Lala cnra sesual dengan cara tcrlcbih 

dahulu melakukan perubahan Peraturan Woll Kota tentang 

Pcnjabaran Anggaran Pendopotan don Belanja Daerah, dan 

pembcritahuan kcpado Pimplnan Dewan Pcrwakilon Rukyat Dncroh 

Kota Oima selanjutnyn disampaikun dalam Lapo1H11 Rettli~!ii 

Anggaran. 
(2) Kcadaan darural sebegaimana dJmaksud poda ayot (1) mctiputi: 

a. bencana alam, bencana non-alarn, bencana sosial dan/atou 

kcjadian luar biasa; 
b. pclaksanaan operasi pencarian don pcrtolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarano yan~ depot mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
(3) Kcperluan mendesa.k sebagimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dawn rangka pctayanan dasar masyarakat yang 
Pngg~mnl"ly& behrm tersedia dalam rahun anggaran berjalan; 

b. be!anja daerah yang bersifat mcnpkat dan belanja yang bersifat 

- 
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11. Lampiran XI Daftar Piutang Oacrah; 

12. Lampiran XU Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvesrasi 
Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII Dafiar Perkiraan Pcnambahan dan Pcngumngan 
Asel Tetap Oaerah dan Asct Lain-Lain; 

14. Lampiran XIV Dafter Sub Kcgiatan Tnhun Jnmak (Multi Years); 

15. Lampiran XV Oaflar Dana Cadongan Daerah; dnn 

l(j. U1mpluu1 XVI Dwlw- Pinjarnun. 

9. Lampiran 1X Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan 
Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Dacrah; 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Peguwai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

s. Lampiran Vlll Sinkronisasi Program, Kcgiatan dan Sub Kegiatan 
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

6. Lampiran VI Rckapitulasi Bclanja Untuk Pernenuhan SPM; 

7. Lampirnn Vll Sinkronisasi Program pada RPJMD dcngan 
Rancangan APBD; 

Keterpaduan Urusan Pcmcrintahan Docrah dan 
Fungsi Oalam Kerungka Pengelolaan Kcuangan 
Negara; 

5. Lampiran V 

Lampiran IV Rckopltulnsl Bclnnj dan Kesesuelan Menurut 
Uruson Pernerintnhan Daeruh, Organisael, Program, 

Kegiatan dnn Sub Kcgiatan Beserta lndikator dan 
Target Klncrjnnyo; 

Rcknpltulosl Bclnnjo Daerah untuk Keselarasan den 

Lampiran Ill Rincinn APBD mcnurut Urusan Pemerintahan 
Oncrnh, Organisam, Program, Kcgiatan, Sub 
Kegioten, Akun, l<clompok, Jcnis Pendapatan, 
Bolonjn dun Pembiay.mn: 
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LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAJ-JUN 2022 NOMOR 2.J\1 
NOREO. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVlNSI NUSA TENOOARA 
BARAT: ( 7() /2022) 

Diundangkan di Kota Bima 
pada tanggal 1,/. ~ 2022 

SEKRETARJS DAERAH KOTA SIMA, - 

Dit..:tApkan di Kofa Bima 

pada tanggal II, P-.lbd 2022 

W ALI KOTA BJMA, V 

µI 
N MUHAMMAD U!fFI 

Pernturnn Daerah ini mulai berlaku poda tanggol diundangkan. 
Agar setlap orang mengetahulnyo, memerintahkan pcngundangan 
Pcmturan Dacrnh Inl dengan penempatonnya dalam Lembaran Daerah 
Kota Bima. 

Paaal 18 

peraturan Wali Kola Blma tentang Penjabaran 
- ~., r tan dan Bclanja Daerah sebagai landasan operasional 

~~.:-.- • - :1 APBD. 

Pasal 17 
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